
SALINANI

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2Oi4

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam ral'rgka melalsanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentalg
Peitanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatar dan Belalja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2013 perlu fienetapkan Peraturan Gubernur tentang Pcnjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan

Anggarar Pendapaten dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2O13;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi A{jeh darl Perubahan

Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,

Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Talun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembar&n Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negera Republik Indoncsia Nomor 4286);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20O4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2oO4 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Republik lndoneeia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksasn Pengelolaan dajr Tanggung Jawab Keuangan Negara

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Raliyat Daeralr (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9O, Tamba-han Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimala telah diubah beberapa ksli terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Peruba}ran Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20O4

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daera} (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 125, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tclah diubah beberapa

kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO8 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintgh Pusat dan Pemerintahan

Daerah [t embaran Negala Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana P€rimbangan (l,embaran Negara Republik Indonesia

Ta-trun 2OO5 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintab Nomor 56 Tahun 2OO5 tentarg Sistem Informaai Keuangan Daerah (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimala telah

diubah dengan Peraturan Pemerintal Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan Ates Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (t.€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

5.

6.

8.

9.



11.

12.

t4.

15.

16.
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 terrta.ng Pelaporar Keuangan dal Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tabun 2O06 Nomor 25, Tambahaa lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pernerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang I-aporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangar Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rak]rat Daerah, dan

Informasi Laporarr Penyelenggaraan Pemerintahan Daera! kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 20O7 Nomor 19, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO tentang St€-ndar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana t€tah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangal Daerah;

Peraturar Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2OO7 tentang Pengawasan Peraturan Daerah

dan Peraturan Kepala Daerah;

Peratura! Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan

Peraturan Daera-h tentang Pertanggungiawaban Pelaksalaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancalgan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapat€r

dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewal

Perwakilan Ratyat Daerah Provinsi Sumatera Uta-ra (l€mbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7,

Tarnbahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

17.
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18. Peraiuran Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daera-h Provinsi Sumatera

Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OOB tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera
Utara (t€mbaran Daerah Provinsi Sumatera Ut€ra Tahun 2OO8 Nomor 9, Tambalun Lembaran Daerah Provinsi

sumatera Utara Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang Organisasi da! Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO9 Nomor 6, Tambahan l€mba.ran Daeral: Provinsi

Sumatera Utara Nomor 17);

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2O 12 tentang Anggaran Ferdapatan dan B€lar\ia Da€rah Provinsi Sumatea Utara Tahun

2013{l€mbalan Daerah Provinsi sumatera Utara Ta-hun 2o12 Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubalran Anggaran kndapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran

2013 (Lembaran Daeralt hovinsi Sumatera Utara Tahun 2O13 Nomor 11);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utsra Tahun Anggaran 2013 (lembaran Daerah Pror.insi

Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BEINNJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013.



Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan

Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja Pegawai

2). Belanja Hibah

3). Belanja Bantuan Sosial

4). Belanja Bagi Hasil

5). Belanja Bantuan Keuangan

6). Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

4.O9t.285.888 .8t6,47

t.71o.602.555.611,0O

1.596.098.328.912,00

Rp. 924 .49O .865. 1 62,00

Rp. t.825.737.597.165,70

Rp. 43.7 L8.38O.OO0,00

Rp. 522,121.373.OOO,0O

Rp. I.687 .837.O08.253,OO

Rp 498.10O.O0O,O0

berikut :

Rp. 7.397 .986.7 7 3.339,Oo

Rp.5. OO4.403. 323. 58O,70

Rp.

Rp.

Rp.
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b. Belanja Langsung

1). Belanja Pegawai

2). Belanja Barang dan Jasa

3). Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Surplus

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2013

Rp. 167.575.793.O20,0O

Rp. 1 .327 .766.717 .3L6,2O

Rp. 760.722.4I8.737,OO

Rp. 14.107.541.506,62

Rp. 100.2OO.00O.O00,OO

Rp.2.256.064 .929 .A7 3,2O

Rp.7 .26A.468.252.653,90

Rp. 1 37.5 1 8.520.685, 17

Rp F6.A92.458.493,38)

Rp 5L .426.062.191,79



pasal 2

Ringkasan laporan realisasi alggaral sebagaimana dimakeud dalam Pasal 1 tercarrtum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yarg tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimala dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran
laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabalan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan cubemur ini.



Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Agustus 2O14

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

ttd

NURDIN LUBIS

BERIT

Sali

SU
Pembina U uda (IV/c)

VINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 30

Aslinya
UM,

NIP.19590227 198003 1 004


